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K ebijakan pengelolaan hutan di Indonesia dianggap bertanggungjawab pada munculnya dampak ekologis,
ekonomis dan sosia pada kehidupan masyarakat 1okal. Kajian-kajian yang membahas kebijakan umumnya
hanya menganalisis substansi kebijakan, tetapi tidak mempertanyakan mengapa substansi semacam itu
muncul. Kgjian semacam ini dikatakan sebagai kajian isi kebijakan, sedangkan kajian yang membahas
mengenai bagaimana kebijakan sebenarnya dibuat dan diterapkan disebut sebagai kajian proses kebijakan.
Dalam kajian proses kebijakan ada dua pendekatan yang biasa digunakan yaitu pendekatan struktural dan
kultural. Dalam konteks Indonesia kedua pendekatan itu lebih banyak digunakan untuk membahas kebijakan
nasional daripada kebijakan daerah. Kgjian ini menjelaskan hubungan antara substansi kebijakan yang ada
di daerah dengan kebudayaan birokrasi dan lingkungan dimana birokrasi itu berada. Substansi kebijakan
dipengaruhi oleh hasil interaksi antara kebudayaan birokrasi dan lingkungannya. K ebudayaan birokrasi
adalah cara birokrasi mempersepsikan hutan, bentuk pengelolaan dan kepada siapa pengelolaan itu diberikan
sedangkan lingkungan mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial dan politik.

Lampung dan Kalimantan Timur dipilih untuk menunjukkan bahwa di dua daerah yang berbeda
lingkungannya menghasilkan kebudayaan birokrasi yang sama dengan beberapa perbedaan nuansa dalam
substans kebijakan. Dalam konteks eksploitasi, birokrasi mempersepsikan hutan sebagai harta kekayaan
yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam waktu secepatnya. Dalam hal perlindungan dan
pelestarian hutan birokrasi menganggap bahwa hutan harus segera dilindungi dari segala bentuk kegiatan
eksploitasi dan untuk itu birokrasilah yang menjadi aktor tunggal yang berperan dalam perlindungan dan
pelestarian hutan karena masyarakat tidak dapat dipercaya mampu menjalankan peran itu. Persepsi yang
muncul dalam konteks perlindungan dan pelestarian hutan adalah reaksi dari kegagalan kebijakan
eksploitasi. Persepsi itu mempengaruhi kebijakan yang dihasilkan, namun dalam beberapa kasus terjadi
perubahan tekanan dan jenis kebijakan dari kebijakan eksploitasi menjadi kebijakan perlindungan dan
pelestarian tetapi kebudayaan birokrasi masih menganggap bahwa hutan masih perlu dieksploitasi
secepatnya. Kesamaan kebudayaan birokrasi ini disebabkan kuatnya pengaruh pemerintah pusat dalam
menentukan gagasan dan tindakan birokrasi di daerah. Perbedaan nuansa kebijakan disebabkan berbedanya
lingkungan fisik, ekonomi dan sosial. Karena perbedaan itulah maka Lampung lebih mengutamakan
eksploitasi dan perlindungan pada lahan sedangkan Kalimantan Timur memilih kayu, gaharu dan sarang
burung.
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